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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran yang sangat strategis sebagai bagian dari institusi di lingkungan departemen keuangan yang memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBN, Penatausahaan penerimaan negara serta penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN. Untuk dapat menyalurkan APBN oleh KPPN harus berdasarkan DIPA sebagai dasar penerbitan SPM yang kemudian akan diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar untuk mencairkan APBN. Didalam pelaksanaannya, banyaknya data atau dokumen yang digunakan untuk melengkapi penerbitan surat perintah pencairan dana mengakibatkan terjadi hambatan dalam penyaluran dana APBN yang mengharuskan dilakukannya retur SP2D. Permasalahan yang dikaji antara lain: Bagaimana penatausahaan surat perintah pencairan dana (SP2D), Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya retur SP2D, Bagaimana penyelesaian dan penatausahaan atas terjadinya retur. Tujuan penulisan Tugas Ahir ini adalah Untuk mengetahui Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya retur SP2D, Untuk mengetahui penyelesaian dan penatausahaan atas terjadinya retur SP2D pada KPPN Semarang I.


Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah KPPN Semarang I. Data yang digunakan adalah jenis data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh orang yang bukan pengelolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.


Hasil penelitian yang didapat penulis adalah mengetahui penyebab terjadinya retur SP2D di KPPN Semarang I yaitu Nomor rekening tidak aktif atau pasif, Kesalahan dalam mencatat nama penerima SP2D, Salah mencacat nomor rekening kedalam data SP2D, Volume penerima sangat banyak, nomor rekening tutup. Penatausahaan atas terjadinya retur berdasarkan PER-74/PB/2011.


Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa banyaknya faktor yang menyebabkan adanya retur SP2D tidak hanya dari satker saja, melainkan dari petugas KPPN yang kurang teliti. Dalam penerbitan SP2D oleh KPPN Semarang I telah sesuai dengan dasar hukumnya yaitu KEP- 185/PB/2010. dan dalam penyelesaian dan penatausahaan atas terjadinya retur oleh KPPN Semarang I telah sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu PER-74/PB/2011.






